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TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANd maiia.lsI.

BUPATI MUNA

" 
a' bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (?) Peraturan Femerintah Nomor 6 Tahun2000, tentarrg pengeroraan erirng'ylr'N"g.iar6'r"rrn dan peraturaq MentenDalam Negeri t'lomor 17 Tahin- z0oz teniang 

-n"coman 
Teknis pengololaanBarang Mirik Daerah, nraka peraiu.ra,' D.u;;;'K;bupaten Muna Nomor 11 Tahun2004 tentang pengeroraan Barang Mirik Daerah j"ri,J'"rirnlrtr kembari;b' bahwa berdasarkin pertimbaniin ruo.gaimana dirnaksuo huruf a, dipandang

ilTi#il?:ntuk 
peraruran DaJrah xauu[aten Mr;, tentans penseroraan Bar.ans

: 1' undang-undang Nomor 29 Tahun, 1959,lentang pembentukan Daerah{aerahTingkat ll di sulawesi (LembaranJ'Jegara n"pJurit lndonesia Tahun 1959 NomorT4,Tambahan Lembarin Nega; Rep"uotit< r.oln"r,r'ru omo, 1922):2' Undang-undang Nomor zz"ianun 1g^s7 t""tr"g Fenetapan Undang-undangDarurat Nomor 19 Tahun 1955 tenlang Penjual"n Human Negeri kepada pegawaiNegeri sebagai 
.undang-undang 1te;brrr'n Ggrra nep,rurik rndonesia Tahun1957 Nomor.158);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun r 960 rentang porrok-pokok Agraria(Lenrbaran Negara Repubrik rndonesra Tahun 
-rgoo 

Nnmor 104, Tambahan, Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor ZOf :l;'-4' undang-undang Nom or 17 Tahun^2OOe teniang' Kcuangan Negara (LembaranNegara Repubrik rndonesia Tahun 2003 Nom ou it, Tarnb-ahan ,_u-,'nurrln 
NegaraRepublik lrrdonesia Nomor a2g6);5. Undang-undang Nomor r i"nrn zoo4 tentang perbendaharaan Negara(Lembaran Neggra Republik tnoonesia i"nun iil;;'J:r"r 5, Tambahan Lembaran

^ Negara Republik lndonesia Nomor 4355);6' Undang-undang Nomor 1o Tahun 2oo4 tentang pembeniukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran lesara nupruiir-inclonesia Tahun 20(x Nomor353, Tambahan Lembaran Negara Re-pubrik rrioon*.ia Nomcr 43g9);7' Undang-undang Nomor 15 tinun zooa tentang-p.","riksaan, pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran "trrgrr. 

Republik lndonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lem-baran Negara nepulit lndonesia ltomoi'qqoo);8' Undang-undang Nomor 32 Tahun_2o0aientanf Femerintan Daerah (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomo, izs, iambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia N.o1or 4437), sebagaiman. t.ron diubah dengan peraturan
Pemerintah Pengganti unclang-undang liomor a rlnun 2005 tentang penetapan
Peraturan Pemerinlah Pengginti 

Y1o-ang-y4"ng'Nornor 3 Tahun 21005 tentangPerubahan Atas undang-unlang Nomor- 32 Tafrun zoo4 tentang pemerintahan
?:--itn menjadi Undang-unoanf lLemuaran ru"g"r" Repubtik lndonesia Tahun2005 Nomor 1cB, Tambahan Lembara.r Negara Cuprurik indonesia ttoror 4s4g),dan terakhir diubah dengan Unria'rg-uncling r.romor 12 Tahun 200g tentangPerubahan Kedua Atas Unclarrg-undang I'Joror' 32 Tahun 2aa4 tentangPemerintahan Daerah (Lernbaran Negara i"prurik indonesia Tahun 2o0g NomorTambahan.Lembaran Negara RLpubrik indonesia rrromor ... ):9' undang-undang Nomor 33 Ta[un 2oo4 i""tr"J iJrimuangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintanan_ Daerai (Ler,rbaran Negara Republiklndonesia Tahun 2oo4 Non:or 126. Tambahan'Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 443g);

10' Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun ",g71 tentang penjualan KendaraanPerorangan Dinas Milik Negara (Lembaran l.legara Repur,lik lndonesia Tahun 1g71Nomor 59. Tanrbahan Lembaran Negara Repu6tir rrdonesia Nomor 2967),
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11. Peraturan Pemerintah Nomr-rr 40 Tahun i gg4 tentang Rumah Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gg4 Nom-or 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3573) cebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tal'run 20C5 tentang Perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah-Negara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 64, iambahan Leirbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4S15);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun .1gg6 tentang
Bangunan dan Hak pakai atas Tanah (Lembarari
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nomor 3643);

Hak Guna Usaha, Hak Guna
Negara Republik lndonesia

Negara Republik lndonesia

13' Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndor,esia iahun 2005 Nomor 4g,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun z00s Nomor4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun ZObs ruoiro r 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 No,nor a57g);
15, Poroturan Pornorlntah Nontor 70 Tsrhun 2005 tonlang Podoman pombinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerrntah Daerah llernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembararr Negira Republik
lndonesia Nomor 4095);

16. Peraturan Pemerintah tlomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndones]a Tahun 20O6 Nom or ZO,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609);

17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun '1974 tentar,o Tata Cara penjualan Rumah
Negeri;

18. Keputusan Presiden Republik lrrdonesia Nomor B0 Tahun 2003 tentang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (l-embaran Negai Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Ne{ara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 4330) sebagaimarra telah di'rbah 

-beberapa 
kali

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Talrun 2006 tentang perubahan
Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentaig pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1gg7 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan cJan Materil Daera[;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri l',lomor 42 Tahrln 2001 tentang pedoman
Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru dibeniuk;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor4g Tahun 2001 tlntang Sistem lnformasi
Manajemen Barang Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahlrn 2002 tentang Nomor Kode
Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah propinsi/Kabupaten/Kota;

23. Keputusan Menteri Dalam I'legeri Nomor 12 I ahun 2003 tentang pedoman
Penilaian Barang Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

25. Peraturan Menteri Dalam Neger; Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tenlang Pedoman Tata
Naskah di Lingkungan Pemerintah liabupaten/l(ota;

2T.Peraturan Menteri Dalam Nejeri Ncrmor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam I'egeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis
Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam lJegeri Nomor '16 Tahurr 2006 tentang Penyusunan
Produk Hukum Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah
dan Berita Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknts
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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BUPATI MUNA

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .1. Daerah adalah Kabupaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah l.abupaten Muna;
3. Bupati adalah Bupati Muna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perurakilan Rakyat Daerah

Kabupaton Muna,
5. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten lijuna;6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perclehan lainnya yang sah;7. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola aiaun ftjabat yang
berwenang dan bertanggung jawab merakukan koordinasi pengetoiain aaran!
Milik Daerah;

8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya Cisebut Pembantu pengelola
adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan
pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangfat Daerah;I' Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna afalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah;

10. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah keoala satuan kerja atau pejabat
yang ditunjuk oleh Pcngguna untuk menggunakan Barang Milili Daeran yang
berada dalam penguasaanya;

11. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk
menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;

l2.Pengurus Barang Milik Daerah adalah pega'*ai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiip Satuan
Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yarrg selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat
daerah selaku pengguna baranq;

14. Unit Kerja adalah bagian SKPD seiaku kuasa peng3una barang;
15. Perencanaan kebutuhan acalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang

Milik Daerah untuk menghubt,ngkan pengadaan ba:ang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
pemenuhan kebutuhan yang akan datang,

16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang
daerah dan jasa;

17. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkarr/pengiriman Barang Milik Daerah
dari gudang ke unit kerja pemakai,

18. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindaka.in yang oilakukan agar semua Barang
Milik Daerah selalu dalam keadaan baik da,r siap untuk digunakan secara berdaya
guna dan berhasil guna;

19. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang
Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;

20. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna
dalam mengelola dan menata usahakan Barang Milik Daerah sesuai c,lengan trgas
pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;

21. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fu,ngsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pernanfaatan,
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dengan tidak mengubah status
kepemilikan;

Menetapkan I
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22. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain Jalam jangka waktu
tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;

23. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dalam langka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Pengelola;

24. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah
bukan pajaUpendapatan daerah dan sumber pen''biayaar, lainnya;

25. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarar,a b€rikut fasililasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu
yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan ke,nbali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakl'rirnya .iangka waktu
tertentu yang disepakati;

26. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunar dan/atau sarana berikut dengan
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya discrahkan untuk didaya
gunakan oleh pihak lain tersebut dalanr jangka waktu tertentu yang disepakati;

27. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daarah dari daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang benvenang untuk
r:rembebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan/atau Pengelola dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang ),ang [''erada dalam
penguasaannya;

28. Pemindatanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai
tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertultarkan, dihibahkan atau
disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;

29, Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;

30. Tukar menukar Barang Milik Daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan
Barang N,lilik Daerah yang dilakukan antara Pemenntah Daerah dengan
Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah
dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tlarang, sekurang-
kurangnya dengan nrlai seimbang;

31.Hibah adalah pengalihan kepemilikarr barang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Pusat, antar Pemerint;,h Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian,

32. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik

Daeiah yang semula merupakarr kekayaan yang tidak diprsahkan menjadi

kekayaan yang dipisahkan untuk d,perhitungkan sebagai rroJal/saham daerah

padaBadan Uiaha Milik NegaralDaerah atau Badan Hukum lainnya;

33. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi

dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

34. tnventarisasi adalah kegiatan Jntuk melakukan penoataan. pencatatan, dan

pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah;

35. penilaian adalah suatu proses kLgiatan penelitian yang selektif didasarkan pada

data/fakta yang obyektif dan relevln dengan mengunakan metcdelteknis tertentu

untuk memperoleh nilai Barang Milik Daerah,
36. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP aCalah daftar yang

memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna;

37, Daftar Barang Xuali eengguna yang selanjutnya disinqkat DBKP adalah daftar

yang memuaf data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa penggLlna;

3g. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan

ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain

barang yang memerlukan standarisasi;
39. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis'

spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu'
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Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pengeiolaan keuangan Caerah

yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 3

(1) Barang Milik Daerah meliputi :

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD: dan
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanlianftontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
d. barang yang Olperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetaP.

Pasal 4

(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah clilaksanakan berdasarkan asas fungsional,' ' 
kepistian hukum, iransparansi dan keierbukaan, efisiensi, akurrtabililas, dan

kepastian nilai.
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi :

a. perencanaan kebutuhan dian pengangqaran;
b. pengadaan;
c. penerimaan, penyimpanan dan pettyaluran;
d. penggunaan,
e. penatausahaan;
f. pemanfaatan;
g. pengamanan dan Pemeliharaar:
h. penilaian;
i. penghapusan;
j. penrindahtanganan,
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

L pembiayaan; dan
m. tuntutan ganti rugi.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah-beiwenang

dan bertanggung iawJU alas pembinaan din pelaksanaan pengelola Barang Milik

Daerah;
(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (i), Bupati

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola;
dibantu oieh :

Daerah/Unit Pengelolab. Kepala Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset

Barang Milik Daerah selaku Pembantu Pengelola:

c. Kepala SKPD selaku Pengguna;
d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna;

e. Penyimpan Barang Milik Daerah; dan

f. Pengurus Barang Milik Daerah'

Pasal 6

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah, mempunyai

wewenang :

a. meneripatkan kebijakan pengelolaan Barang Milik ufaerah;

b. penempatan penggurraan, pemanfaatan atau pemindahtarrganan tanah dan

bangunan;
c. meriempatkan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah;

d. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan

persetujuan DPRD;
e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Earang Milik Daerah

sesriai dergnn betas kouenangonnya' dan

t nrur\a\r$rr\ 
'irsul 

qenrlnle:rtln Berang t',li1k Oaerah selain tanah darVatau

tutStutltt
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(2) Sekretaris Daerah sqrlku pengeloll,-berwenang dan.lrertannoung jawab :a' menempatkan pejabal trnn T:rgulug lan i.ny-lrrn..Barang Mirik Daerah;b' meneliti dan menyetului rericana kebutuhan e.iing Milik Daerah;

: ffil"J:"::i. menvetujui rencana teoutunai-ilrurin.,."n7p"r.*.t"n 
Barang

: l."iiilil ffpii :l; i:ff T,il'i'J: il j.iT: i Bffi; cj a n pe m i n a nd a h ta ns a n a ne' melakukan koordintti otL. p"r"t.rrlrn'"".".11., Barang Mirik Daerah; dan
,. : ilrt:?$:tt 

pensawasan crh pensendarirn lL, penseroraan Barans Mirik
(3) Kepala Dinas Pendapatan, Peng-elola Keuangan dan Aset Daerah/Unit pengeroraBarang Mirik oaerin 

- 
d"rt.'rbgrrg jawa6 nrengkoordinir penyelenggaraanpengelola Barang Milik Daerafr u.ng ada pada ,.ri-ng_rrsing SKpD;

'o' ffni "X,!:l ki*;h ;i:ii iil,Jn"3J[ 
il" ilnnn, n, 

.Ba 
ra n g Mi,ik Dae ra h,a' mengajukan rencani t<'e'uutunen. 

?.r"r,q Mirik.Daera.h. bagi satuan KerjaPerangkat,?":l:r 
f "o 

oior"tirrnva kepaia Bupati merarui pengerora;b' mengajukan permohoian' peneta-pan ltrrr, 
"i,iuk _penguasain pe.,ggunaan

i;fi 1'. flil$,?'.%il r,? ;% flT,", Ffe j : ii 
tr' #' n p do.1- E,J,#" n ia i n n y a

: ::::*trlrii::*,il 
can invent:iisasi Barans Mirik oaerah yans berada

d' menggunakan aarang Mirik Daerah yang berada daram penguasaannya untuk
5:?:: IxxT, ffi 

"J, 

#;; " '.''* : ;; idH; ?u n3. i s atu ai Ke 4a pera ns k ar

: ,i"ffiT;:l;;",0t" memer'hara Barans Mirik Daerarr yans berada daramf' Mengajukan usul pemindarrtangana,n. Barang Mirik Daerah berupa tanahdan/atau bangunan yang tidak memerlukan p.ri*tr;ran DpRD,can-B-arang MitikDaerah serain tanah'dan"/"t", !"ngrnan kepada supati inera,ui pengerora;s' Menverrn*.:]1!?h dan u.nsrnrn vans tidak oirrnrrril-u; il;ky:'pentingan

,^ ffii,ll^}x'fl il I i'ffit'i:[rl lffijn",.'' G n;;;;; il ili d;i ra n yi n sh' Melakukan pengawasan dan pengendarian atas penggu'.'aan Barang M,rikD.aerah yang_adi dalam p"ngr".r.nny. 
;i' Menyusun dan rn"ny.ri"iil 

!:Ft:i.'B.rrng p_en'guna sementara (LBps)dan Laporar 
- 

I3arang iJ"ngr,"r ranunan ''tBlrt; yang berada darampenguasaannya kepada penql-lota . \E.

t'' 
i:?lix Hilifi5;*ri;*-""1;:1";-:'.*, Kuas: penssuna Barans Mirik
a. Mengajukan rencana t<ebutJhan 'Barang 

Mirik Daerah bagi unit kerja yang
35,"'gruiJ,Xn, 

n"o"ot xepara satuan- i",1. peranskJr -o""r.n 
yanst 

[::*fflrffir"r*fl.dan inventarisasi Barans Mirik Daerah yans berada
c' Menggunakan Barang Mirik Daerah yang berada daram pengguasaannya untuk

Iiffil,ffil penvetJnssr,..n tusas "por<or,--oln 
r,.rr1osi-r.it- x.,t. yang

d' Mengamankan dan memerihara Barang Mirik Daerah yang berada darampenguasaannya;
e' Melakukan pengawasan dan pengeno,arian atas penggunaan Barang MirikDaerah vanq berada dalam f"ngr.rrrnnya;f. Menyusrn ian menyampaixan'taporan Barang Kuasa pengguna sementara(LBps) dan Laporan eaiang kr"., eenggrna'trnrn.n (LBpr) yang berada

3:';*ff;:uasaannva 
repJoa xepara-s"air.'. x.r;r oe,-anskai or"i.n yrns

::] ii'ET ffi : 
"' 

35[1 n:,?;;T il"';?;; I 
e n vi m p a n d a n rn e n va'| u rka n ba ra ns va ns

(7) Pengurus barang #rtugai r""nrr; Barang Mirik Daerah daram pemakaian padamasing-masing penggunalXuasj F"nggrn".
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p ER.E NcANA^ N KE BUfLnnll' oo* pENGANGGARAN

Pasal 7

('1) Perencanaan xgbqyngn Barang Milik Daerah disusun datam Rencana Kerja danAnggaran satuan Kerja Peranixtt Daerah ..Gr.n ln";nperhatikan ketersediaan.^. Barang Milik Daerah yang ada; "
(2) Perencanaan 

.kebutuha; pemelil,araan Barang Milik Daerah disusun dalamRencana Kerja, dan nnggari; 
,satu.an i;;" 

"perangkat 
or"iJ denganmemperhatikan data barang yang ada dalam p"n,,.f"ion:(3) Perencanaan r<ebut,ulg.n irlirillrih,araan'B;r;;;'Mirik Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan a:1at (2), oerpe,oornan-'iaoa standarisasi sarana danprasarana kerja pemerintahan caeian vrng 

-Jit"i.p["n 
d*ngan peraturan Bupatidan standar harga yang ditetapxan dengan Keputusan Bupati;(4) Peraturan Bupali dan-Keputusan eup-ati sef,ala,mana dinaksud pada ayat (3)dijadikan acuan dalam. menyusun Rencana "rc"outrnrn 

Barang Mirik Daerah(RKBMD) dan Rencana Kebut'.rnan pemerihrrrrn g.i"ng Mirik Daerah (RKpBMD);(5) Rencana kebrrtuhRn Barang tr,litii oaorah cJan r*iin, koburuhan pemeliharaanBarang Mirik Daerah sebagaimanl djrna\sro prJr rlat {1) dan ayat (2) sebagaidasar penyusunan Rencaia Kerjl,dan Angglr* ti^"1 masing_masing satuanKerja Perangkat Daerah sebagai oanan penyusunan Ren;ana APBD.

Pasal 8

Peingelola bersama Fengguna membahas usul Rencar:a l(ebutuhan Barang MilikDaerah/Rencana Kebutuh-alr puterinaiaan Barang uitiibaerah masing*nasing sKpDtersebut dengan memperhatikan data barang plo, p"^rrguna dan/atau pengerorauntuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Mirik Daerah(RKBMD) dan Rencana Kebl-rtuhan Pemetihrmrn-erirnf lrririt Daerah (RKpBMD).

Pasal 9

(1) setelah APBD ditetapkan pembantu 
-Pengelola menyusJn Daftar KebutuhanBarang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar x-euutunan p'emetinal."rn s"i.ng t,titirDaerah (DKPBMD) sebagai dasar pelaksanaan pengaoaan dan pemeliharaanBarang Milik Daerah;

(2) Daftar Kebutuhan Barang Mirik _Daerah (DKBMD) dan Daftar KebutuhanPemetiharaan Barang Mirik baerah (DKPBD) dil;i;;["; dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku UnitPengelola Barang Milik Daerah iesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai rimPemerintah Daerah dalam menyusun Rancairgan Rngg;rrn pendapatan dan BelanjaDaerah.

,,'?3iJXo*
Pasal 11

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsipprinsip efisien,efektif, transparan dan terbuka, bersaing , adil/tidak diskriminatif ,Jan akuntabel.

Pasal 12

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan
Barang/Jasa pemerintah Dserah;

(2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

(3) Bupati dapat nrelimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk mcmbentuk panitia
Pengadaan Barang/Jasa.



(1)

(2)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 13

Pengadaan barang/jasa Pemerintal-, Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan Perundang-undangan;
Pengadaan barang/lasa Pemerin,ah Daerah yang bersifat
asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Realisasi pelaksanaan pengadaan barang{asa Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
Panitij Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan

Bupati;
Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perargkat
Daerah (sKPD) untuk membentuk panitia Pemeriksa BaranglJasa.

Pasal 1 5

Pengguna membual. laporan hasil pengadaan bara:rgiiasa Pemerintah Daerah

kepada Bupati ntelahli Pengelola;
Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayal
dokumen pengadaan barang/jasa.

(1), dilengkapi

BAB V
PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 1 6

(1) Hasil pengadaan barang diterima oieh penyimpan barang;

iZi penyimpJn barang Jebagaimana dimaksud pada ayat (1)' berkewajiban' ' 
meliksanakan tugas administrasi penerimaan Barang Milik Daerah,

(3) Penerimaan Baiang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selanjutnya disimpan dalam gudang atau lempat penyimpanan'

Pasal i7

(1) Hasil pengadaan Barang Milik Daeratr tidak bergerak <Jiterinra oleh Kepala SKPD'

kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan p€nggunaan:lya;

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah

diperiksa oleh panilia Pemeriksa Barang Daerah. dengan membuat Berita Acara

Pemeriksaan.

p2est 1B

(1) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dintaksud pada Pasal M ayal(2)

bertugas memeriksa, me-neliti dan men-yaksikan barang yang diserahkan sesuai

dengan persyaratan yang tertera dalam surat Perintah Keria atau

kontiak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan:

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) diperguttakan sebagai salah satu

syarat pembayaran'

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga

berdasarkan perjaniian dan/atau pelaksanaan dari suatu perjinan tertentu;

(2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak Ketiga yang merupakan

sumbangan,hibah,wakafdanpenyerahanCarimasyarakat;
(3) Penyerahan dari 

'pintr 
Ketiga sebagaimana-dim-arsud pada ayat (1) dan (2)

dituangkan dalam Berita Acara Serah ierima (BAST) dan disertai dengan dokumen

kepemilikan/Penguasaan vang sah;
(4) Pengelota atau 

"p"ltOtt 
V'ang ditunjuk mencarat, .memantau, 

dan a$if melakukan

penagihan xewallolin Pih;k Retiga iebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2);

(5) Hasil penerimaan sebagaimani dinra1iud pada ayat (1) dan (2-) dicatat dalam

Dafiar Barang Milik Daerah.

khusus dan menganut

(1)
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Pasal 2C
(1) Penyaluran Barang Milik Daerah oleh penyimpan bara,rg diraksanakan atas dasar

,., i,!!L !'#: l,liu*::: i j,:n!;:t'fi 1 J,i p,i'gs,^;,'K;;;; peugg,i;

::l [!llX'J: #rutr,:lelaporkan 
stock atau sisa b'rans rrepada penserera merarui

(3) Kuasa pengguna wajib meraporkan stock atau sisa barang kepada pengguna.

"*'ottXL*Pasal 21
Barang Mirik Daerah ditetapkan status penggunaanya untuk. penyerenggaraan tugaspokok dan tu"s:j.^:fpo irn o-#, oiop-eiasiran'ir"n pihak rain liram rangka
;:?:::!llLn.PelaYanan umurn sesuai irgi. p"trr- dan runssi sKpD yans

Pasal 12
(1) Status penoounaan Barang Mirik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

''' 5:ir";',,9::*Siry!#ffJins Miri? o,",,n ima-rsuo p,e;;;r (1), diatur
a' Pengguna melapo-kan Barang_Jvlilik Daerah yang diterima kepada pengelotadisertai dengan usul penggunaannya; danb. Pengerora 

,meneriti u.rr"i"nJgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, untuk ditetapkan it"t,j, penggunaannya.

Pasal 23
(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atar.r bangunan dilakukan denganketentuan bahwa tanati cian/atau uangunin ciigunakan untuk kepentinganpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi n.ng;rn, iarr/atau Kuasa pengguna;(2) Pengguna dan/ataJ (r.r. F.nggrna wJliu menyerahkan tanah darvataubangunan termasuk barang inueni"ris rain'nva ,lno tidak digunakan untukkepentingan penyelenggrr"Jn trjr. pokok oan runlsi pengEuna dan/atau KuasaPengguna kepada euiaii meraruiFen;;il; 

vq'r rqrrwi

Pasal 24

(1) Pengguna yan,g tidak. menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidakdigunakan untuk,menyetenggiraxan tugas pokok oan fungsi sKpD bersangkutankepada Bupati dikenikan ilnksi ueruia i;;;k*. dana ps,neriharaan tanah
.^. dan/atau bangunan dimaksud;
(2) Tanah dan/atau bangunan yang i.idak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi

![FB i,ffff] 
peneiapan ittti. penssunaannva dan daiar iir.rinx* xepa-oa

"*,.?liJlLoo*Bagian pertama
Pembukuan

Pasal 25

(1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang MilikDaerah ke daram Daftai.Barang pengguna (DBp)/Dafial Barang Kuasa pengguna(DBKP) menu rut penggotongan-da n fiiefir<asi ;";.;;''(2) Pencatatan Barang MiriH Dierah sebagaima., oinrixsud ayat (1) dimuat datamkartu inventaris barang A,B,C,D,E dan F;(3) Pembantu Pengelola-melakutan ietcapitulasi atas pencatatan dan pendaflaran

fti'ftX}:.,l,BeJil sebasaimana dimaksuo p'J' i'' 1t1 dalam oatta' Barans



l0

Pasal 26

(1) Pengguna/Kuasa Pengguna lnenyrmpan

Daerah selain tanah dan bangunan;
(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen

milik pemerintah daerah.

dokumen kerremilil:an Barang Milik

kepemilikan ianair danlalau bangunan

Bagiarl Kedua
lnv entarisasi

Pasal 27

(1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus Barang Milik Daerah. setiap 5

(lima) tahun sekali irntuX menyusun bul<u lnventaris dan Buku lnduk lnventaris

beserta rekapitulasi barang milik Penrerintah Daerah;

(2) pengelola bertanggung jaiab atas pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah;

(3) Petaksan..n r"riJrt 6tr.ng Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan clengan Keputusan Bupal';

(4) Sensrrs eurnnf frlitit Daerah Pr:pinsi/Kabupaten/l(ota cJriaksanakan serentak

seluruh lndonesia;
(5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada Pengelcla paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah selesainYa sensus,
(6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi Barang Milik Daerah;

izi grr"ng Milik Daeran yan! berupa persecliaan dan kor.struksi dalam pengerjaan
' ' 

dikecullikan dari Xetentuan sebagaimana dimaksuo pada ayat (1)

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 28

(1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan:

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui

Pengelola;
(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan 

-sebagaimana 
dimaksud pada ayat t2)

menjadi Laporah Barang Milik Daerah (LBMD)'

Pasal 29

(1) Laporan Barang Milik Daerah. sebagaimana dima,ksud dalam Pasal 28 ayat (3)

cigunakan s"oa!ai bahan untuk.rnenyu"un nefaca Pemerintah Daerah;

(2) Laporan ..orltitana oimat<sud pad'a ayat (1) disampaikan secara berjenjang'

Pasal 30

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan. t:1u pelapora-n Barangl/ilik Daerah

secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25' pasal2T dan pasal

28, mempergu;rk;; aplikaii Sistem lnformasi Manaiemen Barang Daerah

(SIMBADA).

BAB VIII
PEMANFAATAN
Bagian Pertama

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 31

(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan' selain tanah

dan/atau UanErnan-yang dipergunaXan'untuk.menunjang penyelenggaraan tugas

pokok dan iungsi SKPD, dilaksanakan oleh Per,gguna setelah mendapat

Persetujuan Pengelola;
(2) Pemanfaatan 

-g;r.ng 
Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

dipergunakan untut<-menunjang penyelenggaraan tL,gas ookok dan fungsi SKPD'

dilaksanakan oleh pengelola sielan mendapat persetujuan Bupati;

(3) pemantaatan 
-Brr"ng -t,1itit* Dieian selain tanah daniatau bangunan yang tidak

dipergunakan untuXinenunlang penyelengga'an tugas pokok dan fungsi SKPD'

dilaksanaka n oleh Pengguna tEtut.n menOipat per setujuan Per gelola;

(4) pemantaatan brr.ng l1iiX Oreir,i Oitrt r.nrkan berdasarkan pertimbangan teknis

dengan mem perhati[an kepenti;rga n neg ara/daerah dan kepentingan umum'
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,",'?;fl';:,fif,ii,""
Pasal 32

:.rt*::^tuk 
pemanfaatan Barang Mitik Daerah berupa :

b. Pinjam pakai;

? Kerja sama pemanfaatsni dano. tsangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bagian Ketiga
Sewa

(1) Barans Mitik Drerah baik or,r"n.o":;.:ll.rrr. ridak .erserak yang betum

, ^, l$:ljT;l*lll,?:ll ftffi l's,"d'; 
;;;, ; ; ;i ;'*:1, r, n k.p-,r. piria x Kerisa

tt)|::?ifl Milik Daerah vang disewakan, tidak merubah status barang kepemirikan
(3) Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah danratau bangunan dilaksanakanoleh Pengelola_ se_tJlah runOapat p.rsetujuan dari B,rpati;(4) Penyewaan Barang Mrlik oae?an'atas sebagi"n ta#n dan/atau bangunan seraintanah dan/atau bangunan yang masih oiperg'unatJn'orcn pengguna, dilaksanakanoleh Penggunas_eterah r"nari.i persetujua-n dari penggerora;

ll] iA:n;?[:j:ilv"*'"n B;l;;q r',,'rir. ij"u,'Jn p"',ui'ma i (rima) tahun dan
tt' 

r:;lL'ff;i,r:'jil:"1",'in1Iu,ou'crasarkan surat perjanjian sewa-menyewa yans

3 pihak-pihak yang terikat datam p_.rjanjian,b. je,ris, luas atau,jlmlah U.rrnS.,, Uesaran sewa, dan jangka waktu;c. tanggung jawab penyewa aias uiaya ;;;,l'j;rar dan pemeriharaan serama. jangka waktu penyewaan, dan
.-. 9. persyaratan lain y-ang Oianggap perlu.(5) Hasil penerimaan sewa disetoi'Ie'Xas Daerah.

Pasal 34
(1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain disewakan sehragaimana dimaksud dalam.^. lasql 33 dapat dikenakan retnbusi;
(2) Retribusi atas 

,pelantaatanipenggunaan _Barang l'4ilik Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Daeralr.

Bagian Keernpat
Pinjam Pakai

Pasal 35

(1) Barang Milik Daerrah baik berupa tanah darlatau bangunan maupun selain tanahdan/atau bangunan,. dapat dipinjam pakaikan untuk kEpentingan penyelenggaraanpemerintahan daerah;
(2) Piniam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah danratau bangunan maupun selaintanah dan/atau bangunan dilaksanakan oren ringelola setelah mencJapatpersetujuan Bupati;
(3) Barang Milik Daerah yang dipinjam pakaikan tidak merubah status kepemitikanbarang daerah;
(4) Jangka waKu qinjam pakai Barang Milik Daerah patirg tama z (dua) tahun dan._ dapat diperpanjang;
tt' 

ffl:ffi;:il"3ilXi: pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yars sekurans-

: pihak-.pihak.yalg terikat datam perlanjian;
o. 1ents, tuas dan jumlah barang yang Oiiinlamkan;c jangka waktu peminjaman;
d' tanggung jawab peminlam atas biaya operasionar dan pemeliharaan selamajangka waktu peminjaman; dane. persyaratan lain yang dianggap perlu.
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tsagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 36

Kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalamrangka :

(1) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang futilik Daerah: dan(2) meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 37

(1) Kerjasama pemanfaatan Barang Mllik Daerah dilaksanakan sebagai berikut:a' kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan
yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;

b. kerjasama pemanfaatan atas seblgian tanah darr/atau bangunan yang mersih
digunakan oleh pengguna; dan

c. kerjasanra pemanfaatan atas Barang Miltk Daerah selain tanah danlalau
bangunan.

(2) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daeral'r sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola setelah- mendapat persetujuan
Bupati;

(3) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Penggtrna setelah mendapat
persetujuan Pengelola.

Pasal 38

(1) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam /.pgD untuk
memenuhi biaya operasional/pemeliharaar,lperbaikan yang diperluk... rarhadap
Barang Milik Daerah dimaksud;

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan rnelalui tender/lelang .lengan
mengiktfi sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuati untut<
kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunlukan langsung;

c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil
kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan
oleh Bupati; dan

d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian.

(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tenderflelang dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Biaya ying berkenaan dengan persiapan dan pe,laksanaan p€nyusunan surat' ' 
perjanjian, konsultan pelaksana, dibebankan pada Pihak Ketiga:

(+) 
'Seiama jangka wakiu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang

menjamint "i "tau 
menggadiikan Barang Milik Daerah yang menjadi obyek keria

sama pemanfaatan,
(5) Jangka waktu kerja sam:l pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun seiak
' ' 

perjlnjian ditandatangani dan dapat diperpanjang'

Pasal 39

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan' Bupali menetapkan status

penggunaanlpemanfaltan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan

perul 'dang-undangan.
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Bagian Keenam
Bangun Guna Serah

Pasal 40

(1) Bangun Guna Serarh Barang Milik Daerah dapat dilaksarrakan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada
Bupati; dan

c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan Can Belanja Daerah untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persett,juan Bupati.

Pasal 41

(1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui lender/lelang dan
mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat;

(2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu
pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikrrt :

a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besa.annya diletapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;

b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindalttarrgankan obyek Bangun
Guna Serah, dan

c. memelihara obyek Bangun Guna Serah.
(3) Obyek Bangun Guna Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

berupa sertifrkat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah:
(4) Obyek Bangun Guna Serah berupa tanah daniatau bangunan tidak boleh

dijadikan jaminan dan/atau diagunkan;
(5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan rnilik Pemerintah Daerah, dapat

dijadikan jaminan dan/atar.r diagunkan sesuai ketentuan pe'raturan perundang-
undangan;

(6) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) tahur, sejak
perjanjian ditandatangani;

(7) Bangun Guna Serah dilaksakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian:
b. objek Bangun Guna Serah;
c. jangka waktu Bangun Guna Ser;rh;
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat daiarn perianjian; dan
e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(8) lzin mendirikan bangunan Barrgun Guna Serah atas Pemerintah Daerah;
(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tenoer/lelang, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
(10) Biaya yang berkenaan dengan p:rsiapan dan pelaksanaan p€nyusunan Surat

Perjanjian, konsultan pelaksana/peng awas, dibebankan pada pihak pemenang;
(11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek Bargunan Guna Serah

terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah
sebelum penggunaannya ditcrapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna

Pasal 42

(1) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum daiam rangka
penyeiengg araan tugas pokok dan fungsi;

b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada

Bupati; dan
c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah untuk

penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
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(2) Bangun serah Guna mirik daerah sebagaimana ciimaksud pada ayal (1),dilaksanakan oreh pengerora seterah nendap'at persetujuan Bupati.

Pasal 43

(1) Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender/lelang denganmengikut sertakan sekurang-kurangnya s (rima) peserta/peminat; - e

(2) lrlitra bangunan serah Guna v-rng tJrrr,-'jt"trpi.r, serama jangka waktupengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :a' membayar kontribusi ke kas daerah setiap t-anun yang besarannya ditetapkanberdasarkan hasir perhitungan tim yang oiuentut< oreh Bupati;b' tidak menjaminkan, menggldaikan atJu memindah tangankan obyek BangunSerah Guna; dan
c. memelihara obyek Bangun Serah Guna.(3) obyek Bangun serah Guna sebagaimana dimaksud pada
berupa sertifikat hak pengeroraan mirik pemerintah Dae,-ah:(4) obyek Bangun serah Guna berupa tanah tidak boreh
utang/diag unka n;(5) Hak Guna Bangunan diatas hak pengelotaan milili
dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanaka;r

ayal (2) huM b,

drjadikan jaminan

Pemeri;rtah Daerah, dapat
sesuai ketentuan peraturan

(8)
(e)

(10)

perundang-undangan;
(6) Jangka waktu Bangun Serah Guna

perjanjian ditandatangani;
paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak

(7) Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. obyek Bangun Serah Guna:
c. jangka waktu Bangun Serah Guna;
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat daram perjanjian; dan
e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
lzin nrendirikan bangunan Bangun Serah Guna atas nama pemcrintah Daerah;
Biaya pengkajian penelitian clan pengumuman lelang, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belarrja Daerah:
Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan suratperjanjian, konsultan pelaksana/pen0awas, dibebankan pada pihak'p"r"n"nl.

Pasal 44

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

('1) mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada
B'rpati setelah selesainya pembangunan:

(2) mitra Bangun Serah Guna dapat mendaya gunakan Barang Milik Daerah tersebut
sesuaijangka waktu yang ditetapkan dalam surat perlaniian; clan

(3) setelah jangka waktu pendayagunaan b,erakhir obyek Bangun Serah Guna terlebih
dahulu diaudit oleh aparat pengawasan funosional Pemerintah Daerah sebelum
penggunaanya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamanan

Pasal 45

(1) Pengelola, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wa;ib metakukan pengamanan
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

(2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melipuri :

a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan inventarisasi,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilil:an;

b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang,
penurunan jumlah barang dan hilangnya barang:
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c. pengamanan fisik untuk tanah d,"n bangunan dirakukan dengan c,,rcpemagaran dan pemasangan tanda batasl selain tanah Oan iangrnandilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dand' pengamanan hukurn antaia iain metipuii- krgirirn metengkapi bukti statuskepemilikan.

Pasal 45

(1) Barang Milik Daerah berupa tairah harus disertifikatkan atas nama pemerintahDaerah;
(2) Barang Milik Daerafr 

le1una bangunan harus dilengxapi dengan buktr kepemilikanatas nama pemerintah Daerah;
(3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi denganbukti kepemilikan atas nama pemerintah Daerah.

Pasal 47

Barang Milik Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dandilakanakan sesuai peraiuran perundang-undangan. 
-""r

Bagian Kedua
pemeliharaan

Pasal 48

(1) Pembantu pengerora, pengguna dan/atau Kuasa pengguna bertanggung jawabatas pemeriharaan Barang trrtitit< Daerah yang ada di oawan penguasaannya;(2) Pemeliharaaa sebagaimJna dimaksud_pada ayat (j) berped:man pada DaftarKebutuhan pemeriharaan Barang Mirik Daeran tdrcpdrvrol;(3) Biaya pemeliharaan Barang Milii tJaerah dibebankan paca Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 49

Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna wajib membuat Daftar Hasil pemeliharaan
Barang dan meraporkan kep:oTpengetoia secara oeit<ata;Pembantu Pengelola.meneliti lap:ran sebagaimana oi.nat s.rd pada ayat (1) danmenyusun Daftar Hasil Pemeliharaan BarJng yrng Jit"xukan dalam ii""trl tahunanggaran;

Laprran hasil pemeliharaan sebagaimana dimalisud ayat 12) dijadikan sebagai bahanevaluasi.

BAB X
PENILAIAN

Pasal 50

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca
Pemerintah Dae ra h, pemanfaata n dan peminda htanga n.cn Birang' Milik Daerah.

Pasal 51

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka r:cotsunsn nerac:t pemerintah
Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standl: Akunlansi pemerintah (SAp).

Pasal 52

(1) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana r,imaksud dalam pasal SO,
dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oieh Bupati dan dapat melibatkan penilai
independen yang bersetifikat di bidang penilaian aset;

(2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan
untuk mendapatk_an nilai wajar dengan esiimasi terendah ,neriggunakan Nilai Jual
Obyek Pajak (NJOP);

(3) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana Cimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB XI
PENGHAPUSAN

Pasal 53

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

a- penghapusan dari Daftar Barang pengguna dan/atau Kuasa pengguna; danb. penghapusan dari dafiar Barang Milik Daerah.

Pasal 54

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 hu1rJf
a, dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam
penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa pengguna;

(2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana di,naksud dalam pasal 53 hurufb' dilakukan dalam hal Barang Miiik Daerah dimaksud sudah beratih
_^ kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebatrsebab l;in;
(3) Penghapusan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

keputusan Pengelola atas nama Bupati;
(4) Penghapusan sebagaimana r^iimaksucJ pada ayat 12), dilaksanakan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 55

(1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak
apabila Barang Milik Daerah Cimaksud :

lanjut pemusnahan dilakukan

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dima:faatkan, dan tidak dapat
dipindahtangankan; atau

b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perun<Jang-undangan.
(2) Pemusnahan sebagaimana cimaksud pada ayat (1f Oitafsanakan oleh penggunzr

dengan keputusan dari Pengelola setelah mendapat persetuluan Bupati;
(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud parla ayit 121 dituangkan dalam

berita acara pemusnalran dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XII
PEMINDAHTANGANAN

Pasal 56

(1) Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari
daftar lnventaris Barang Milik Daerah;

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksucJ pada ayat ( 1 ), dilaksanakan sesuai
ketentuan perundang-undangan;

(3) Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :

a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak tain.

(4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, disetor ke kas Daerah.

Bagian Pertama
Bentuk-Bentuk Pem indahtangana n dan Persetujuan

Pasal 57

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak la'rjut atas penghapusan Barang
Milik Daerah, meliputi :

a. penjualan,
b. tukar menukar;
c. hibah; dan
d. penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 58

(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.
ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Untuk:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah).
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(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD, apabila:
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen penganggaran;
c. diperuntukan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukan bagikepentingan umum; dan
e, dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 59

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 60

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
sampai dengan 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dilakukan oleh Pengelola
setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Penjualan

Pasal 61

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau idle;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi derah apabila dijual; dan
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal
tertentu;

(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. penjualan kendaraan perorangan dinas Pejabat Negara;
b. penjualan rumah golongan lll; dan
c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola.

(4) Tata cara penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf I

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 62

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61

ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara
yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang
bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

(3) Bupati, Wakil Bupati, setelah berakhir masa jabatannya dapat membeli 1 (satu) unit
kendaraan roda empat.

Paragraf ll
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 63

(1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :

a. kendaraan dinas operasional; dan
b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berumur 5
(lima) tahun lebih, dapat dihapus dari daftar infentaris Barang Milik Daerah;

(3) Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah.
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(4) Penjualan kendaraan sebagaimarra dimaksud pada ayat (i), dilaksanakan setetahdihapus dari Daflar lnfentaris Barang Milik Daeiah;
(5) Penjualan kendaraan dinas operalional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

(1) Penghapusan/penjugl_an sebagaimana dimaksud dalar,r pasat 63 ayat (1) huM b.yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun leb:h;
(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dinraksud dalam pasal 63ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan u-*rr atau pelelangan terbatas yang

ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaran dinas sebagaimana dimaksud dalampasal 63 ayat (1) sudah ada kendaraan pengganti dJn/atau tidak menganggu

kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf lll
Ponjualan Rumah Dinras Dacrah

Pasal 65

(1) Bupati menetapkan golongan Rumah Dinas Daerah sestrai
perundang-undarrgan;

dengan peraturan

(2) Penggolongan Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pa<Ja ayat (1) terdiri
dari :

a. Rumah Dinas Daerah Golongan I (rumah jabatan);
b. Rumah Dinas Daerah Golongan ll (rumah lnstansi): danc. Rumah Dinas Daerah Golongan lll (perumahan pegawai).

Pasal 66

(1) Rumah Dinas Daerah Golongan I yano sudah tidak sesuai dengan fungsinya
sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dar/atau sudah ada
pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menladi Rumah Dinas Daerah
golongan ll;

(2) Rumah Dinas Daerah Golongan ll dapat dirubah statusnya rrlenjadi Rumah Dinas
Golongan lll, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoranl

(3) Rumah Dinas Golongan ll dapat dirubah statusnya menjadi Rumah Dinas Daerah
Golongan I untuk rnemenuhi kebtrtuhan Rumah Jabalan.

Pasal 67

Rumah Dinas Daerah yang dapat dijual belikan atau disewakan, dengan ketentuan :

a. Rumah Dirtas Daerah Golongan ll yang telah dirubah golongannya menjadi Rumah
Dinas Golongan lll;

b. Rumah Dinas Daerah Golongan lll yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau
lebih;

c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang srrdah mempunyai masa kerja
10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah meml-reli atau mennperoleh rumah
dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;

d. Pegawai yang dapat mernbeli Rumah Dinas Daelah adalah penghuni yang
memegang surat ijin penghunian yang di keluarkan uleh Bupati;

e. Rumah Dinas Daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
f. Rumah Dinas Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh

Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses
tersendiri sesuai dengan peratul'an perundang-undang:n.

Pasal 68

(1) Penjualan Rumah Dinas Golongan lll beserta atau tidak beserta tanahnya
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan oenilaiannya dilakukan oleh
penilai penaksir dan panitia penrlai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah Colongan lll sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusarr Bupati,

(3) Hasil penjualan Rumah Dinas Dae'ah Golongan lll sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disetor ke kas Daerah.
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Pasal 6g

Pelepasan hak atas,tanah dan penghapusan cari daftar infentaris Barang Milik Daerahditetapkan dengan Keputusan Bu[ati setelah harga penjualan atas tanah dan/alaubangunannya dilunasi

pe 
r e pa s a n H a k Ata s ?:li"TtJi"/ata u Ba n s u n a n n ya

Dengan Ganti Rugi

Pasal 70
(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan metaluipelepasan hak 

. 
dengan ganti rugi, oapai oiproses dengan peftimbanganmenguntungkan daerah;

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/alau bangunarran sebagaimana dimaksudpada ayat (1), 'Jengan memperhatikan ttitai J".Lt ooyer pajak dan/atau t.targaumum setempat yang dilakukan oleh punitir Gn.kiir yang ditetapkan denganKeputusan Bupati atau dapat dilakukan oreh 
-lembaga 

lndependen yang
bersertifikat di bidang penilaian aset;

(3) Proses pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan s,'bagaimana dimaksudpada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 71

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 tidak berlaku bagi petepasan
hak atas tanah untuk kafling perumahan pegawai n"g;ri;

(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah xanini untui ligr*ri negeri ditetapkan otehBupati.

parag raf 5
Penjualan Bara,rg Milik Daerah

Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 72

(1) Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau barrgunan diiaksanakan oleh
_ Pengelola setelah mendapat persetujan Bupati;

(2) Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimarra dimaksud pada ayat (1), dilakukandengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
b. Pengelola meteliti dan mengkaji usut penjuatan yjng rJiajukan oteh pengguna

sesuai dengan kewenangannya;
c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui

usulan penjualan yang diajukan oleh Pengguna tlalam batas kanenangannya:
d. untuk penjualan yang rnemerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, Feng-elola

mengajukan usul penjualan disertai dengan perrimbangan atas usulan
dimaksud;

(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleir Pcngelola untuk penjualan
sebagaimana dimaksrrd pada ayat (2) hunrf d dilakukan setelah mendapat
persetujuan Bupati atau DpRD,

(4) Hasil penjualan Barang Milik Daerah disetor ke kas Daerah.

Eagian Ketiga
[ukar Menukar

Pasal 73

(1) Tukar menukar Barang Milik Daerah drlaksan.rkan dengan pertimbangan :

a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
c. tidak tersedia dana dalam /rnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat ditakukan oengan pihak :

a. Pemerintah Pusat dengarr Pemerintal. Daerah;
b. antar Pemerintah Daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum Milik Pemerintah

lainnya; dan
d. swasta.
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Pasal 74

(1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkarr oleh t.epala SKPD kepada
Bupati melalui Pengelola;

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan unruk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penetaan kota; dan

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1'1, dilaksanakan oleh Pengelola

setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas keurenangannya.

Pasal 75

Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1)
huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengelola mengajukan usul tukar nrenukar tanah dan/atau bangunan kepada
Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati men:liti dan mengkaji
alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek
teknis, ekonomis dan yuridis;

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat
mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapka,r tanah ,Tanlalau bangunan
yang akan dipertukarkan;

d. Tukar menukar tanah dan atau/bangunan dilaksanakan setelah mendapat
persetujuar DPRD,

e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas
kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupilti; dan

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus
dituangkarr dalam Berita Acara Serah Terirna Barang.

Pasal 76

Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 (1) huruf
c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut .

a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola disertai alasan dan
pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

b. Pengelola menelili dan mengkaji alasan/pertimbangan oerlunya tukat menukar
tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Pengelola dapat
mempertimbangkan untuk menyrjtujui sesuai batas llewenangannya;

d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah rrendapat persetujuan Pengelola;
dan

e. pelaksanaan serah terirna barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
Barang.

Pasal 77

(1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antara
Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai leirih. maka selisih nilai dimaksud
dapat dihibahkan;

(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 78

(1) Hibah Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan Sosial, Keagamaan, Kemanusiaan dan penyelenggataan
pemerintahan;
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(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) l,arus memenuhi syarat sebagai
berikut :

a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hrdup orang banyak; danc. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokcX dan'fungsi dalam

penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 79

Hibah Barang Milik Daerah berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang telalr tJiserahkan olel-r Kepala Satuan Keqa
Perangkat Daerah kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk
dihibahkan;

c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh keoala Satuan Keqa
Perangkat Daerah kepada Bupati melalui pengelola; dand. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengacaanya direncanakan untuk
dihibahkan

Pasal 80

Hibah sebagaimana dimaksud dalarn pasal 79 hunrf a, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuarr DPRD, kecuali tanah darVatau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5g ayat (2):
Hibah sebagaimana dimaksud daram pasal 79 

-huiui 
b, ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;
(3) Hibah sebagaimana dimal<sud dalam pasal 79 luruf c yang bernilai di atas

Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Bupati
setelah mendapat persetujuan DpRD;

(a) Hibah sebagain'lana dinraksud dalam pasal 79 hund d, dilaksanakan oleh
Pengguna setelah nrendapat pcrsetujuan pengelola.

Bagian Kelima
Pernyataan Modal Pemerintah Oaerah

Pasal 81

(1) Pernyataan modal Pemerintah Daerah atas Barang lt4ilik Daerah dilakukan dalam
rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan
swasta;

(2) Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah
sebagaimana dimaksud pade ayat (1), ditetapkan o'eh Bupati setelah mendapat
persetujuan DPRD;

(3) Penyertaaan modal Pemerinta'r Daerah ditetapkan cler,ga;r Peraturan Daerah

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan penrbinaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
(2) Bupati melakukan pengendalian pengelola Barang hlilik Daerah;
(3) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penerbitan terhadap p€nggunaan.

pemanfaatan, pernindahtanganan, penatausahaan,oemeliharaan dan pengamanan
Barang Milik Dererah yang berada di bawah penguasaanya;

(4) Pelaksanaan pemantauan dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh Pengguna;

(5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas
fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil p,e.nantauan dan penertiban
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);

(6) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan perudar;g-undangan.
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Pasal 83

(1) Pengelola ben'venang untuk melakukan pemantauan dan investigasi ataspelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dr; p";;;dahtanganan Barang MirikDaerah, daram _rangka penertiba. p"r-gg'unaan, pemanfaatan, danpemindahtanoanan Barang Mirik Daerah sesuai rcJtintuan yang berraku;(2) Tindak lanjui sebagimanl Oi-"f..rd. pada ayat (1), pengelola dapat memintaaparat pengawas fungsional untuk melakukan .roit "ijr petitsanaan i.nggrn""n,pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Mifit Daeran;(3) Hasil audit sebagaimana dimakiud paoa ay,it ril J."rpaikan kepada pengerora
untuk ditindak ranjuti sesuai ketentuan peraturan p€fl.rodsr rg-undangan.

"f,Ai^T'L*Pasal 84
(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi Pengelola Barang Milik Daerah, disediakananggaran yang dibebankan pada Anggaran Fendapat:n dan gelanja Oieran;(2) Pejabaupegawai yang meiaksanaria-n p.ngurJurn'-Brrrng Mirik Daera,h yang
.^. Tenqhasilkan pendapatan dan penerimaan d-aerah, dib,enkan insentif;(3) Penyimpan Barang dan Pengurus Barang dalam r"t"r.rnrkan tugas dibenkantunjangan khusus. y"lg beslmya,disesJaikan 0".,l!"n kemampuan keuangandaerah dan ditetapkan kengan Keputusan Bupati, )

EAB XV
TUNTU'iAN GANTI RUGI

Pasal 85
(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penvalahgunaan/pelanggaran hukum ataspengelolaan Barang Milik Daer;-h diselesaikan m-etalui tuntutai"ganti rufi sesuaidengan peraturan perundang-undangan;
(2) Setiap pihak yang mengaki)atkan klrugian daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif danratari sanksi pioana sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

KETEN f,lR tul,*.ro,*
Pasal 86

Bara.ng-barang yang_berad,a oalam penguasaen Pemerintah Daerah dan digunakanuntuk kepentingan pemerintah Daerah, per,getotaannya meniaci tail;rft jawab
Pemerintah Daerah.

KErENrBiS II'lor.,rn*
Pasal 87

(1) Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan lvlenteri Dalam

- Negeri iniwajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya;
(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimar,a dimaksud pada ayat lt1,dilaksanakan oleh pengguna dan/atau eengelota;
(3) Biaya yang timb.ul sebagai ariibat petiksanaan ketentuan pada ayat (z),

dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah.

Pasal 88

Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan
dan pemanfaatan (kerja sama pemanfaatan fiang-un Guna Seiah dan tsangun Serah
Guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang oJtam proses sebelum ditelapkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, tetap oapit dilaksanakan

Pasal 89

Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah tercantum dalam lamprrarr peraturan Daerah
ini.
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BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Dengan.berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten MunaNomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan tidakberlaku lagi;

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan eupaii.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahksn pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penenrpatannya dalam Lembaran Daerah Kablupaten-Muna.
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